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KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU

Menimbang

SATU PINTU'DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MERANGIN

Bahwa terbitnya regulasi tentang perangkat daerah
berimplikasi pada perubahan struktur organisasi, nama
serta tugas dan fungsi perangkat daerah;

Bahwa perubahan struktur organisasi, nama serta
tugas dan fungsi perangkat daerah mendorong
pemerintah Kabupaten Merangin melakukan perubahan
terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-
2018;

Bahwa, perubahan RPJMD Kabupateri Merangin, perlu
ditindaklanjuti dengan perubahan Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin tahun 2014-
2018; 2 ;

Bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Merangin tahun 2014-2018 perlu ditetapkan
keputusan Kepala Dinas.



Mengingat

Undang-Undang Nomor ‘28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten. Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara Republik [ndonesia Tahun
2004 Nomor 5, (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ‘tentang
Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor ‘126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjan'g Nasional Tahun
2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahunr 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725});

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan |, "Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pemerintalan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3547);
I

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan 'Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan  Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
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